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PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Bitg
Zo ol 7
/QMK;U)/ s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan antara :

. (<ot tangoal lahir Bitung, 02 Desember

1999, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan | NG <pat tingoal di [
|
I <ota
Bitung,, sebagai Penggugat;
melawan

I -t tangal lahir Bitung, 07 Septemmber 1997,
umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak
ada, tempat tinggal di [N
I <ota Bitung
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti

baik surat maupun saksi dipersidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18
Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor
136/Pdt.G/2019/PA.Bitg tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai

terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada tanggal 20 Maret 2018 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Madidir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
!

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante
Penggugat di Kelurahan Wangurer Utara selama 4 bulan kemudian pindah
dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Wangurer Barat
selama 8 bulan sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan sebagai berikut:

e Tergugat malas bekerja;

e Tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat;

e Tergugat suka mengungkit pemberiannya kepada Penggugat;

e Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk membiayai hidup
sehari-hari;

5. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pernah
memaki, memukul, mengusir, mengucapkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, disebabkan Tergugat
marah karena Penggugat pulang bekerja sudah larut malam yang berakibat
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan, dimana
Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Kelurahan Wangurer Utara,
sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat
terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat
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untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cqg. Majelis
Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (| EGcNGTGNGNGNGE
) terhadap Penggugat (G

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakil atau
kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di
panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dengan relaas
panggilan nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Bitg tanggal 22 Juli 2019 dan tanggal 07
Agustus 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
tidak dapat dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bitung
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat,

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
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Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas
pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya
tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [ GG

B oo dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Madidir, Kota Bitung, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan

diberi kode P.;

B. Bukti Saksi

1. I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak
ada, tempat tinggal di | GGG

I i< -h memberikan keterangan di bawah sumpah, yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak lama dan saksi kenal Tergugat sejak
Tergugat pacaran dan sampai menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante
Penggugat di Wangurer selama empat bulan, setelah itu mereka tinggal

dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak
bulan Juli 2018;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan

adu mulut;

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat;
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- Bahwa penyebab dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering mengungkit barang yang telah dikasih kepada

Penggugat dan diminta lagi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak dua kali Tergugat pernah
memukul Penggugat dengan menampar Penggugat di bagian wajah;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sejak bulan Oktober 2018;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul
lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah tantenya di wangurer

sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi tantenya Penggugat pernah berusaha
menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina

rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. I . 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

tidak ada, tempat tinggal di NS
. c'ah memberikan keterangan di bawah

sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga sejak SD dan kenal

Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tantenya dan setelah

itu mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

bermasalah sejak bulan Desember 2018;

- Bahwa penyebab dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar seperti babi
dan lain-lain;
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- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar mulut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun
saksi melihat bekas pemukulan Tergugat kepada Penggugat di bagian
pipi kiri Penggugat;

- Bahwa saksi tidka mengetahui kejadian pengusiran Tergugat kepada
Penggugat;

- Setahu saksi sekarang antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Maret 2019;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui
Penggugat, tapi tidak tinggal bersama;

- Bahwa pihak keluarga pernah bsrusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang
menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu
apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa
alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan
Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa
hadirnya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai
dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz
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Il halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang

berbunyi :
andbalsljlbavcgl,lgiglsmusmole

Artinya : “Apabila Tergugat enggan , bersembunyi, atau dia ghoib, maka
perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan,
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim terus
berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menjalani rumah
tangganya dengan Tergugat, tapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang
nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara
ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan
yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah
karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sering
melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat suka mengungkit pemberiannya
kepada Penggugat bahkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk
membiayai hidup sehari-sehari. Sehingga akibat dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Oktober 2018 tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan
hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah
mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor
I (- dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang isinya menjelaskan
bahwasanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada
I -hinooa bukii tersebut telah sesuai dengan Pasal 285
R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal
1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil suatu akta otekntik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil
dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan
mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa
Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka
untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim
membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa
mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah
membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang
pada pokoknya bahwa 2 (dua) bulan sejak menikah antara Penggugat dengan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat yang
sering marah dan berkata kasar serta menghina Penggugat, dan bahkan

Tergugat tidak menafkahi Penggugat anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-
masing bernama || c2» I V 2jclis Hakim berpendapat
bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena
masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan

persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak
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terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan isi keterangan kedua
saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana
diatur dalam pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. 22 ayat (2) PP
No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh
karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat
diterima untuk didengar keterangannya dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perselisihan dan pertengkaran
antara Pengguat dan Tergugat yang menyebabkan hubungan keduanya tidak
harmonis lagi, terbukti bahwa kedua orang saksi yang merupakan tetangga
dekat Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat malas bekerja, baik saksi
pertama maupun saksi kedua sama-sama mengetahui tabiat dari Tergugat
tersebut, sehingga memang benar Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat sering melakukan KDRT
(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, saksi pertama melihat
langsung pemukulan terhadap Penggugat sedangkan saksi kedua tidak melihat
namun hanya melihat bekas pemukulan tersebut, sehingga terbukti bahwa
benar adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nafkah yang diberikan Tergugat tidak
mencukupi, baik saksi pertama maupun saksi kedua sama-sama tidak
mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan
seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan
Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan
tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak
keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide
yurisprudensi No0.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 9 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan alat bukti
serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah
dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

» Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

» Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

» Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun
sekarang menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

» Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang
sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

» Bahwa pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal
dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah
tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan
dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah
mawaddah warrahmabh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan
perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah

tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
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sebagaimana yang tercantum dalam firma Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21

sebagai berikut:

Artinya :"Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk
disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena masing-
masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat
beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2)
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan

sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi
Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat
dengan menjatuhkan talak satu ba'’in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan
Undang-Undang Rl Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-
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Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara’
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (I EGCNGGGEEE
) t<rhadap Penggugat (HEEEEGG

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Selasa tanggal 13
Agustus 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah.
dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri
dari Nurafni Anom, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Asmawati Sarib, S.Ag
dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jane, SH. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
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Asmawati Sarib, S.Ag. Nurafni Anom, S.HI.

Hakim Anggota II,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jane, SH
Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 245.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)
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